
 

 
 

 
 
 

 
BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 75 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG INTEGRASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

 
Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya perubahan terkait jangka waktu 

dan mekanisme penanganan pengaduan perizinan dan non 

perizinan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 
Tahun 2019 tentang Integrasi Penanganan Pengaduan 

Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo 
perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 

Tahun 2019 tentang Integrasi Penanganan Pengaduan 
Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

 

 

 

 

 

SALINAN 



2 

 
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5602); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6617); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 236); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 297); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum 
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi 

Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956); 

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50); 

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Integrasi Penanganan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan 
pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 21); 

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan 
Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2021 Nomor 35);  

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG 
INTEGRASI PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 
21 Tahun 2019 tentang Integrasi Penanganan Pengaduan 
Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 21) diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 17 

 

(1) Pemberian jawaban pengaduan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Dinas PM dan 

PTSP. 
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(2) Pemberian jawaban pengaduan terkait proses pelayanan 

perizinan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

pengaduan diterima oleh Dinas PM dan PTSP. 

(3) Pemberian jawaban pengaduan masyarakat dilakukan 

paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengaduan 
diterima oleh Dinas PM dan PTSP. 
 

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 18 

 

Mekanisme pengaduan perizinan dan nonperizinan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

 
Ditetapkan di Sukoharjo 

Pada tanggal 23 Desember 2021 
  
BUPATI SUKOHARJO, 

 
ttd.  

 
ETIK SURYANI 

 

 
Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal 23 Desember 2021 
 
 SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO, 
 
                 ttd. 

 
             WIDODO 

 
Salinan Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

 
 

 
RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH 

Penata Tingkat I 

NIP.19790801 200501 2 010 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2021 NOMOR 76 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 75 TAHUN 2021 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2019 
TENTANG INTEGRASI PENANGANAN 
PENGADUAN PERIZINAN DAN 
NONPERIZINAN PADA DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 
SUKOHARJO. 

 
 

MEKANISME PENGADUAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
.. 

 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

ttd. 
 

ETIK SURYANI 

Masyarakat Mengadukan Permasalahan 

Terkait Perizinan 

Pencatatan Pengaduan 

 

 

Tindak lanjut perbaikan oleh 

koordinator yang menangani 
 

 

 
Rapat pembahasan pengaduan 

dengan/tanpa peninjauan lapangan 

dengan tim teknis 

 
 

 

Hasil penanganan pengaduan 

 dilaporkan kepada atasan  
dan pihak pengadu 

 
 

 

Pangaduan disampaikan oleh pihak 
Pengadu, melalui : 

 Loket Pengaduan 

 Kotak Pengaduan 

 Surat 

 Telepon/Faksimil (0271-590244) 

 Whatsapp : 0811-2784-100 

 Email : 

 dpmptsp@sukoharjokab.go.id 

 dpmptsp.sukoharjo@gmail.com 

 

Ditolak 

Diterima 
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